DISAMPAIKAN OLEH :
KOL. (PURN). H. ABBAS JAMIL
KETUA UMUM

FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU
(FKPMR)

PADA
THE FORESTS DIALOGUE
PEKANBARU, 7 MARET 2007




g

5

4, Talang Malek |

B. Hutan
/. Akit
. Laut

_Sebaran Suku Asli Riau

“Bonal |\ |
Sakal s,
3. Petalangan

. Kuala \

Peta menunjukkan daerah dimana suku minoritas bertempat tinggal saat ini. Sumber : RTRWP Konsep
Laporan Akhir, 2000
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L ONDIS] EXONOMI
MASYARAFXAT

RUANG SEBAGAI SUMBER PRODUKSI

RUANG SEBAGAI PENYANGGA
KEBERLANJUTAN PEREKONOMIAN /
PERLINDUNGAN/KONSERVASI




L ONDISI LINGFUNGAN

e KONDISI HUTAN RUSAK PARAH
e BENCANA-BENCAN EKOLOGIS
e KONFLIK SATWA DAN MANUSIA




PRAKTEK PENGUASAAN

RUANG

e PERAMPASAN HAK-HAK MASYARAKAT

e PESENGKONGKOLAN ANTARA PRIVAT
SEKTOR DAN APARAT PEMERINTAH

e KETIDAK PASTIAN RUANG UNTUK
PUBLIK




DAMPAY. ¥ ERUSAr AN AUTAN DAN
fJ\J J,—\ AAN RUANG

MENYUMBANG TERHADAP KEMISKINAN

HILANGNYA KEMERDEKAAN MASYARAKAT DALAM
MEMILIH KOMUDITI

MEMICU MUNCULNYA KONFLIK KERUANGAN
PENYEBAB UTAMA BENCANA EKOLOGIS (BANJIR,

KEKERINGAN DAN ASAP)
MEMBENGKAKNYA TANGGUNGAN PEMERINTAH

MENINGKATNYA BEBAN BIAYA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN MEUBELER BAGI MASYARAKAT




L ESIVMIPULAN

SECARA EKONOMI---TERJADI PEMISKINAN
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

SECARA SOSIAL----TERJADINYA KONFLIK
SOSIAL BERKEPANJANGAN

SECARA EKOLOGI---TERJADINYA BENCANA
BANJIR, KEKERINGAN, ASAP

KEDEPAN-----BEBAN RECOVERY
_LINGKUNGAN DAN SOSIAL EKONOMI YANG
HARUS DITANGGUNG PEMERINTAH SEMAjgH
MENINGKAT {




RErOVIENDASI

PADA PEMERINTAH :
SEGERA MENGHENTIKAN KONVERSI HUTAN ALAM UNTUK KEPENTINGAN LAIN
DIRIAU

PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT ATAS TANAH

(EPADA PERUSAHAAN :
SEGERA HENTIKAN PENGGUNAAN KAYU ALAM UNTUK KEGIATAN INDUSTRI PULP
DAN KERTAS DI RIAU

SEGERA HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP MASYARAKAT DIDALAM
PENYELESAIAN KONFLIK

KEMBALIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ATAS TANAH
PERUSAHAAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS BIAYA RECOVERY

LINGKUNGAN DAN SOSIAL EKONOMI DI RIAU

Y REDITOR DAN BUYERS :
HARUS IKUT BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUSAKAN EKOLOGIS DAN SOSIAL
EKONOMI YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAAN MITRANYA DI RIAU
ADA KEBIJAKAN DI LEMBAGA DONOR DAN BUYERS TENTANG PENGSYARATAN
PERUSAAHAAN MITRA TIDAK MENGGUNAKAN KAYU ALAM,TIDAK MERAMPAS HAK-
HAK MASYARAKAT, DAN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAM

KREDITOR DAN BUYERS HARUS MENYISIHKAN SEBAGIAN KEUNTUNGANNYA
UNTUK BIAYA RECOVERY LINGKUNGAN DAN SOSIAL EKONOMI DI RIAU




MELANGKAH BERSAMA RAKYAT
MENUJU RIAU BERMARTABAT

- PERINGATAN HUT KE- 5 & PENGUKUHAN PENGURUS
+. FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT




